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ABSTRAK 

 

Mohamad Husaini Bin Azmi, (2022): Batas Usia Perkawinan Menurut 

    Mazhab Syafi'i Dan Enakmen 

    Keluarga Islam Kelantan 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Batas Usia Perkawinan  

menurut Mazhab Syafi'i dan Enakmen Keluarga Islam Kelantan, Permaslaahan 

yang mau di liahat dalam penelitian ini Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'I dan 

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 mengenai batas 

minimal usia perkawinan, Latar belakang pendapat Mazhab Syafi'l dan Enakmen 

Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 meletakkan batas usia 

perkawinan dan Mana pendapat yang lebih relevan sebagai dasar hukum untuk 

menikah pada masa sekarang mengikut aspek sosiologi, psikologi dan kesihatan, 

dan dali-dalil yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan (library research) sumber data dalam penelitian 

ini meliputi data primer data sekunder dan data tersier, Metode pengumpulan data 

mengunakan pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian, 

teknik analisi Data mengunakan metode kompartif, metode penulisan yakni 

dengna menugnakan metode deduktif,Metode induktif, dan metode komparatif. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Persamaan kedua pendapat tersebut dapat 

dilihat dari hukum kebolehan pernikahan anak-anak yang mana kedua anak-anak 

dengan memperhatikan semua aspek terutamanya dari sudut kemaslahatan yang 

diperoleh anak-anak tersebut. Dan Mazhab Syafi'l memangmembolehkan 

pernikahan anak-anak berdasarkan dalil dalil-dalil yang kukuh, serta hujjah-hujjah 

yang relevan Mazhab Syafi'l membolehkan pernikahan anak-anak dengan 

persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dari persyaratan dan ketentuan yang 

diletakkan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia. Batas, Usi Perkawinan, 

Menurut Mazhab Syafi'i. Enakmen Keluarga Islam Kelantan. 

 

Kata Kunci: Perkawinan, Mazhab Syaf’I, Enakmen Keluarga Islam 

          Kelantan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang 

batas usia perkawinan. Perkawinan sah dilakukan pemeluk agama Islam 

apabila dilakukan mengikut dasar-dasar aturan perkawinan Islam
1
. Tidak 

adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk 

melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia 

untuk mengaturnya. Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan 

melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sesuai 

dengan Firman Allah SWT dalam QS An-Nuur : 32 yang menyatakan : 

                        

                 

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 

dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 

Maha Mengetahui”.
2
 

 

Siap dan mampu bukan suatu tolok ukur dalam pernikahan, akan tetapi 

kematangan psikis dan kejiwaan yang ditandai dengan ukuran usia seorang 

calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang utama. Pernikahan 

atau perkawinan adalah suatu anjuran bagi setiap umat beragama Islam di 

                                                             
1
Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Cet 2, 

(Jakarta: Kecana, 2012) h. 284  
2
Surat An-Nur ayat 32, Quran dan Terjemahan, Tahun 2021 
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seluruh belahan belahan dunia termasuk Indonesia dan Malaysia. Negara telah 

mempunyai hukum yang diadopsi dari ajaran Islam baik itu Indonesia maupun 

Malaysia, berkaitan di Indonesia hukum tentang perkawinan, secara formal 

perkawinan dituangkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, adapun di Malaysia yakni Kelantan dengan aturan Enakmen 

Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002. 

Di dalam suatu pernikahan diperlukan adanya pedoman bagi warga 

Negara Indonesia yang melaksanakan pernikahan agar terciptanya tujuan dari 

pernikahan. Pedoman ini merupakan tata atau aturan-aturan yang lazim juga 

disebut kaidah atau norma.
3
 

Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan 

kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat ada 

kemampuan : 

ا  ٌَ هُ وَسَلهمَ :  ٌْ ُ عَلَ ِ صَلهى اللَّه ِ بْنِ مَسْعودٍ قَالَ : قَالَ لنََا رَسولُ اللَّه مَعْشَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّه
جِ وَمَن لمَْ  صَنَ للِْفَره هُ اعْضَ البَصَرِ واِحه جْ فَانه تَزَوه ٌَ الشهبابِ مِنْ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ الباءَةَ فَلْ

هُ لهَُ وَجَاءَ  وْمِ فَانه هُ باِلصه ٌْ سْتَطِعْ فَعَلَ ٌَ 
 

Artinya: Abdullah bin Mas`ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda. 

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu 

menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan 

pandang dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang 

tidak mampu, maka hendaklah iaberpuasa; kareana peasa dapat 

menahan syahwatnya.”
4
(H.R Bukhari dan Muslim) 

 

                                                             
3
Mufti Wirihardjo, Kitab Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah 

Mada, 1972). Cet 1, h. 6 
4
 Al-Imam Abi`Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibn al-Mugiral Al-Bukhari, 

Sahih Al-Bukhari, Kitab An-Nikah (Beirut: Dar Al-Fikh,1981) VI : 117, Hadist dari Abd Ar-

Rahman Ibn Yazid dari Abdullah. 
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Secara tidak langsung, Al-Quran dan Hadits mengakui bahwa 

kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh 

ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh 

secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam bagi 

pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun.
5
 

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan 

seseorang melangsungkan perkawinan.
6

 Sehingga kedewasaan seseorang 

dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.
7
 

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan 

jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah 

mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita 

tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka 

mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan 

tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain 

dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.
8
 

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi 

orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi‟iyyah dan Hanabilah menyatakan 

bahwa : Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah 

menginjak usia 15 tahun.
9
 

                                                             
5
 Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah, Surabaya : Dar al‟Abidin, tt, hlm. 15-16 

6
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III,hlm. 394  

7
 Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, Cet. III, hlm. 96 
8
 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, Jilid II, Jakarta : 

Departemen Agama, 1985, hlm. 3-4 25 
9
 Muhammad Jawad Mughniyyah, al Ahwal al Syakhsiyyah, Beirut : Dar al „Ilmi lil 

Malayain, tt. Hlm. 16 
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Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai 

berikut : Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun 

bagi anak perempuan.
10

 

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua 

pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah 

mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama 

seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia 

dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga 

diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar 

baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.
11

 

Lebih lanjut Imam Syafi‟I berpendapat bahwa untuk menambah 

kedewasaan baik dewasa mengurus dirinya sendiri maupun dewasa mengurus 

suami dan rumah tangganya, ada baiknya kalau anak perempuan tersebut 

menikah pada usia 15 tahun. Pendapat ini menjelaskan bahwa untuk 

melakukan perkawinan bagi pria atau wanita, harus sudah baligh dan 

mempunyai suatu kemampuan,seandainya seseorang tersebut sudah baligh 

sedangkan kemampuan secara materi belum ada baginya diharuskan berpuasa 

terlebih dahulu. 

Sedangkan Negara Malaysia bermazhabkan Syafi‟I walhal undang-

undang yang diberlakukan berbeda dengan apa yang telah dikemukan oleh 

Imam Syafi‟I. Manakala salah satu undang-undang Malaysia yang berlaku 

adalah pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 

                                                             
10

 Ibid 
11

 Ibn Qudamah, al Mughni, Beirut : Dar al Kutub al „Ilmiyah, Juz VII, tt, hlm. 383-384 
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bagian seksyen 8 dalam umur minimal untuk perkawinan untuk laki-laki 18 

tahun dan umur perempuan 16 tahun, seperti dijelaskan dalam seksyen 8 

berikut : 

(tiada sesuatu perkawinan boleh diakad nikahkan di bawah Enakmen 

ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau 

perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika 

Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal 

keadaan tertentu
12

.) 

 

 Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul skripsi : 

Batas Usia Perkawinan menurut Mazhab Syafi’i dan Enakmen Keluarga 

Islam Kelantan 

 

B. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya pembahasan berkenaan dengan penentuan usia 

perkawinan menurut perspektif hukum keluarga Islam, baik Negara-negara 

Islam yang menggunakan hukum keluarga sebagai tolok ukur dalam 

penentuan usia yang ideal dalam perkawinan, maka penulis di sini membatasi 

hanya batas usia perkawinan menurut Imam Syafi‟I dan Enakmen Undang-

undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 sebagai undang-undang yang 

akan diteliti sebagai sumber rujukan utama. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari identifikasi dan pembatasan masalah, 

selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

                                                             
12

 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002, Seksyen 2 
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1. Pandangan Menurut Mazhab Syafi‟I Dan Enakmen, Undang-Undang 

Keluarga Islam Kelantan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan 

2. Tinjauan Kelayakan Menikah Menurut Aspek Sosiologi, Psikologi dan 

Kesihatan. 

3. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai Kontribusi pemikiran dalam menambahkan khazanah 

keilmuan terutama dalam bidang fiqih dalam kajian perkawinan  

b. Dapat memberkan pengetahuan kepada masyarkaat tentang 

pentingknya memperhatikan faktor usia sebagai melangsungkan 

erkawinan agar apa yang menjadi tujuan perkawinan dicapai.  

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata 

S1 pada Fakultas Dan syariah dan Hukum jurusan Perbandingan 

Mazhab, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan penulisan ini tersusun secara sistematis, maka 

penulis menyusun penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sitematika penulisan. 

BAB II  :  Dijelaskan tentang syariat Islam mengenai batas usia perkawinan 

menurut bahasa dan istilah. Tinjauan umum mengenai batas usia 

perkawinan 
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BAB III  :. Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan metode penelitian 

yang berisikan metode yang akan digunakan dalam penyusunan 

penelitian ini. 

BAB IV  :. Pada bab ini, dibahas tentang batas usia perkawinan menurut 

Imam Syafi‟i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 

Kelantan Tahun 2002. Memaparkan tinjauan umum tentang 

penelitian yang terdiri dari profil Imam Syafi‟I dan Enakmen 

Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 yaitu latar 

belakang, visi misi dan isi undang-undang dan enakmen secara 

umum. 

BAB V  :  Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS  

 

A. Pengertian Pernikahan 

Pernikahan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” 

dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni 

“dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah 

mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” berarti setubuh atau aqad
13

. Menurut 

istilah Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama 

dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan 

sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita 

serta keturunan. Nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 

dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumahtangga melalui aqad yang 

dilaksanakan sesuai syariat Islam.
14

 

Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari 

hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari 

bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Pernikahan bisa menjaga kelangsungan 

jenis manusia dan menambah keturunan
15

. 

  

 

                                                             
13

 ABD. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 272 
14

 Nurhayati Zein, fiqh Munakahat, (Kota PekanBaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 

2 
15

 Kathur Suhardi, Rahasia Pernikahan Yang Bahagia, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 

hlm. 19 
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B. Hukum Memandang Perempuan 

Pandangan seorang laki-laki terhadap perempuan ada 7 jenis : 

1. Pandangan terhadap perempuan asing ( bukan mahram ) tanpa ada 

keperluan. Pandangan ini hukumnya haram. 

2. Pandangan seorang laki-laki terhadap istrinya atau hamba sahayanya yang 

perempuan. Dalam keadaan ini, dia boleh melihat seluruh tubuh 

perempuan tersebut kecuali bahagian kemaluannya. Ini kerana melihat 

kemaluan hukumnya makruh, apabila dilakukan tanpa keperluan, kerana 

hal itu menyalahi adab dan tata susila. 

3. Pandangan seorang laki-laki kepada perempuan yang menjadi mahramnya 

atau hamba sahaya perempuannya yang sudah berkawin. Pandangan jenis 

ini dibolehkan kecuali pada bahagian tubuh di antara pusat dan lutut. 

4. Pandangan seorang laki-laki kepada perempuan untuk tujuan 

menikahinya. Hal ini dibolehkan selama dilakukan pada wajah dan kedua 

belah tapak tangannya. 

5. Pandangan seorang laki-laki kepada perempuan untuk tujuan perubatan ( 

mengubatinya dari penyakit ). Hal ini dibenarkan mengikut keperluan 

yang diperlukan. 

6. Memandang perempuan untuk persaksian atau muamalah ( jual beli dan 

lain-lain ). Pandangan jenis ini dibenarkan sepanjang hanya melihat 

wajah, dan kerana keperluan, kerana apabila tidak dilihat, perempuan 

tersebut tidak dapat dikenali. 
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7. Pandangan seorang laki-laki kepada hamba sahaya perempuan yang 

hendak dibelinya. Hal ini dibolehkan untuk mengetahui cacat dan 

sebagainya. Kecuali kepada anggota tubuh antara pusat dan lutut, maka 

dilarang.
16

 

 

C. Syarat dan Rukun Sah Perkawinan 

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut 

Islam calon pengantin laki-laki maupun perempuan itu harus beragama Islam. 

Sedangkan Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 

dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul 

ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan 

dalam perkawinan.
17

 

Sah, yaitu suatu pekerjaan (Ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. 

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. 

Adapun rukun nikah adalah :  

1. Mempelai laki-laki 

2. Mempelai perempuan 

3. Wali  

                                                             
16

 Sheikh Mustafa Dib Al-Bugho, Fiqih Islam Mazhab Syafi‟I ( ), hlm. 195-199 
17

 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), Cet Ke I, Hlm 9; 

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta, Prenada Media, 2003), Hlm 45-46 
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4. Dua orang saksi 

5. Shigat Ijab Qabul 

Dalam rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Qabul antara 

yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksudkan 

dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun 

perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali saksi dan ijab 

qabul: 

1. Syarat-syarat Suami 

a. Bukan mahram dari calon istri 

b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri 

c. Orangnya tertentu, jelas orangnya 

d. Tidak sedang ihram haji 

2. Syarat-syarat Istri 

a. Tidak ada halangan syar‟I, yaitu : tidak bersuami, bukan mahram, tidak 

sedang iddah 

b. Merdeka, atas kemauan sendiri 

c. Jelas orangnya 

d. Tidak sedang ihram haji 

3. Syarat-syarat Wali 

a. Laki-laki 

b. Baligh 

c. Waras akalnya 

d. Tidak dipaksa 
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e. Adil 

f. Tidak sedang ihram haji 

4. Syarat-syarat Saksi 

a. Laki-laki 

b. Baligh 

c. Waras akalnya 

d. Adil 

e. Dapat mendengar dan melihat 

f. Bebas, tidak dipaksa 

g. Tidak sedang mengerjakan ihram haji 

h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul 

 

D. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari‟at yang dibawa Rasulullah 

SAW, yaitu penataan hal ehwal manusia dalam kehidupan duniawi dan 

ukhrowiyah. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih 

maka dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni : 

1. Rub‟ul ibadat yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan 

kholiknya. 

2. Rub‟ul muamalat yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas 

pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari. 

3. Rub‟ul munakahat yaitu yang menata hubungan manusia dalam 

lingkungan keluarga. 
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4. Rub‟ul jinayat yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaualan 

yang menjamin ketentramannya.
18

 

Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, 

yaitu: 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kesejahteraan dan 

kerusakan  

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta 

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan 

yang halal 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram 

atas dasar cinta dan kasih sayang
19

 

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek 

untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga 

adalah menjadi sarana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga 

salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang di kenal 

mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan 

dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang 

putra itu sendiri. 

                                                             
18

 Ali Yafie, Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana, (Jakarta, 

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhtul Ulama Dan Bkkbn, 1982) Hlm 1 
19

 Zakiyah Darajat Dkk, Ilmu Fiqh (Jakarta, Depag Ri,1985) Jilid 3, Hlm 64 
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Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara 

seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata 

diantaranya adalah : 

1. Kesukarelaan  

2. Persetujuan kedua belah pihak 

3. Kebebasan memilih 

4. Darurat 

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga 

yang meliputi : 

1. Membina cinta kasih saying yang penuh romantika dan kedamaian 

2. Understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar 

nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi. 

Ada 15 tujuan perkawinan antaranya : 

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam 

rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. 

2. Untuk „iffah ( menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan 

(membentengi diri) dan mubadho‟ah (bias melakukan hubungan intim). 

3. Memperbanyak umat Muhammad SAW. 

4. Menyempurnakan Agama. 

5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah. 

6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah 

dan ibu mereka saat masuk syurga. 
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7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan dan lain 

sebagainya. 

8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggungjawab 

bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan 

membantu istri di rumah. 

9. Mempertemukan tali keluarga yang ada sehingga memperkokoh lingkaran 

keluarga. 

10. Saling mengenal dan menyayangi. 

11. Menjadikan ketenangan dan kecintaan dalam jiwa suami dan istri. 

12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan 

ajaran-Nya. Terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah 

SWT maka tujuan nikahnya akan menyimpang. 

13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Ketika melihat orang yang sudah 

menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya tapi 

dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya lebih 

mendekatkan mereka. 

14. Memperbanyak keturunan ummat islam dan menyemarakan bumi melalui 

proses pernikahan. 

15. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal 

yang diharamkan. 
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E. Definisi Pernikahan Anak-Anak dalam Islam 

Pernikahan anak-anak atau lebih dikenal dengan pernikahan dini di 

kalangan masyarakat merupakan pernikahan yang berlangsung antara laki-

laki dan perempuan yang mana salah satu pasangan tersebut masih berusia di 

bawah umur. 

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum atau 

mendahului waktunya. Inilah makna yang terkandung di dalam kata mubakkir 

dalam Lisanul Arab, Ibnu Jinni mengatakan bahwa makna kata dasar ba ka ra 

adalah lebih dulu di waktu kapan saja baik siang maupun malam. Kata 

bakarra dapat memiliki makna melakukan sesuatu di awal waktu bukan 

sebelum waktunya, sebagaimana orang mengatakan „kita shalat Subuh di 

awal waktu‟. 

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak 

mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

prinsip perundangan Barat. Mengikut undang-undang Islam, istilah anak-anak 

merujuk seseorang yang belum baligh. Terdapat dua cara untuk menentukan 

anak-anak itu sudah baligh atau sebaliknya, yaitu baligh secara tabi‟I (alami), 

dan baligh karena umur. Penentuan baligh secara tabi‟I bermaksud penentuan 

berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah 

mencapai baligh apabila mengalami mensturasi atau haid, dan bagi anak-anak 

laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baligh secara umur pula 
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ditentukan apabila tanda-tanda fisikalnya tidak berlaku pada tubuh anak-anak 

tersebut
20

.   

Oleh karena itu, para fuqaha‟ meletakkan batas umur sebagai penentu 

usia baligh. Mengikut Mazhab Hanafi, Syafi‟I dan Hanbali seorang anak-anak 

dianggap baligh apabila berusia lima belas tahun. Manakala Mazhab Maliki 

pula mengbataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baligh. Pendapat ini 

berdasarkan Hadis Nabi SAW bahawa Asma‟ binti Abu Bakar masuk ke 

rumah Rasulullah SAW dengan berpakaian yang nipis, lalu baginda berpaling 

daripada melihatnya dan bersabda:  

 

“Wahai Asma‟! Apabila seseorang perempuan itu mencapai umur haid 

(baligh), maka tidak boleh dilihatnya padanya kecuali ini dan ini” – 

sambil baginda tunjukkan pada muka dan dua tapak tangannya. (HR. 

Abu Dawud) 

 

Menurut Yusuf Fatawi dalam Majalah Bulanan Badan Penasehatan, 

Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan yang berjudul Bilakah Saatnya 

Unruk Bernikah, yang mana pernikahan yang dilakukan melewati batas 

minimal Undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. 

Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara 

dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan 

oleh orang yang belum baligh
21

 . 

                                                             
20

 Zanariah Noor. “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan 

Dalam Undang-Undang Keluarga Islam”Jumal Syariah , Volume 21 Nomor 2 (3013) hlm, 165-

170. 
21

 Yusuf fatawi, “Bilakah saatnya untuk bernikah”, perkawinan dan keluarga, Januari 2009, 

hlm 4 
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Menurutnya juga, istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. 

Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya 

adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal 

abad ke-20 ayau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 

tahun, atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. 

Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan suatu keanehan. Wanita yang 

menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap 

tidak wajar, “terlalu dini” istilahnya
22

.  

Menurut Cholil Nafis dalam bukunya Fikih keluarga, yang dimaksud 

pernikahan di bawah umur adalah pernikahan orang yang belum mencapai 

baligh bagi lelaki dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi wanita
23

. 

F. Usia Baligh 

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti 

ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan 

ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan 

mengeluarkan sperma bagi laki-laki. 

Imamiiyah, Maliki, Syafi‟I dan Hanbali mengatakan tumbuhnya bulu-

bulu ketiak merupajan bukti baligh-nya seseorang. Sedangkan Hanafi 

menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu 

lain yang ada pada tubuh.
24

 

                                                             
22

 Ibid, hlm 8-9 
23

 Cholil Nafis, Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah 

Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas,( Jakarta, Mitra Abadi Press, 2009), hlm 40 
24

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab,(Jakarta, Lentera, 2008), hlm, 317-

318 
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Syafi‟I dan Hanbali menyatakan; usia baligh untuk anak laki-laki dan 

perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh 

belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki 

adalah delapan tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. 

Sementara itu, pengalaman membuktikan bahwa kehamilan bias 

terjadi pada anak gadis usia Sembilan tahun, sedangkan kemampuan untuk 

hamil dipandang sepenuhnya sama dengan hamil itu sendiri
25

.  

Pernikahan di bawah umur masih menjadi polemic dan kontroversi 

dalam masyarakat dikarenakan ada asumsi bahwa hal tersebut dibolehkan 

oleh agama, didorong serta dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad 

SAW, atau setidaknya Islam tidak mengatur batasan minimal usia 

perkawinan. 

Yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan orang 

yang belum mencapai baligh bagi laki-laki dan belum mencapai menstuasi 

(baligh) bagi wanita. 

Syariat Islam secara eksplisit tidak mengatur atau memberikan 

batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Namun secara 

implisit syariat menghendaki orang yang hendak melakukan pernikahan 

adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa, 

dan paham akan arti sebuah pernikahan. 

Oleh karena itu, tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia 

sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah 

                                                             
25

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab,(Jakarta, Lentera, 2008), hlm, 317-

318 
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tersebut. Tergantung situasi, kepentingan,kondisi pribadi keluarga dan atau 

kebiasaan masyarakat setempat yang jelas kematangan dan rohani kedua 

belah pihak menjadi prioritas dalam agama. 

Ada orang menikahi gadis berusia 12 tahun dengan alasan salah 

satunya karena mencontoh Rasulullah yang menikahi Aisyah ketika ia berusia 

7 atau 9 tahun. 

Untuk menjawab persoalan ini, kita harus melihat tinjauan 

kemaslahatan dalam perkawinan untuk kedua belah pihak. 

Dari aspek kemaslahatan, maka pernikahan yang dilakukan oleh anak 

yang belum dewasa dan belum memiliki kematangan psikologis, berpotensi 

merusak masa depan pasangan tersebut. Terlebih jika pihak mempelai 

perempuan tidak tahu apa-apa, ia hanya sekedar mengikuti kemauan walinya. 

Yang jelas bahwa Islam dengan syariatnya menghendaki 

kemaslahatan menyeluruh (maslahah ammah) tercipta dalam kehidupan 

manusia. Karena itu, tentu saja semua hal yang berpotensi merusak 

kemaslahatan hukumnya harus dihilangkan sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW berikut: 

هُ وَسَلهمَ قَضَى أنَْ  ٌْ ُ عَلَ ِ صَلهى اللَّه عَنْ عُبادَةِ بْنِ الصّامِتِ أنَه رَسولَ اللَّه

 لََ ضَرَرَ وَلََ ضِرارَ 
Artinya: Dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW 

menghukumi dengan ketentuan “tidak boleh membahayakan diri 

sendiri dan orang lain”. (HR. Ahmad danIbnu Majah). 
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Kemudian ulama juga merumuskan kaidah fighiyyah yang 

berorientasi kepada kemaslahatan sebagai berikut: 

رَرُ  زَالُ الضه ٌَ 

Artinya: kemudaratan harus di hilangkan 

مٌ عَلىَ جَلْبِ المَصالحِِ   دَرْءَالمِْفَاسِدُ مُقَده
Artinya: membuang kemafsadatan harus diutamakan daripada menarik 

manfaat
26

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

ibid, hlm. 40-43  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitianyang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), 

yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara 

mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun Validasi informasi lainnya yang 

ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan dengan meneliti bahan 

pustaka atau data primer dan sekunder saja. 

B. Sumber Data 

Karena penelitian ini adalah kepustakaan, maka sumber data dalam 

penelitian ini berasal dari: 

1. Data Primer, data ini adalah buku-buku atau kitab yang ditulis oleh 

Mazhab Syafi‟I karya kitab-kitabnya dan Enakmen Undang-Undang 

Negeri Kelantan. 

2. Data Sekunder, data yang ada perantaraan di antara penulisan dengan 

keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti 

ulasan, makalah, dan juga buku ilmiah, yang ada kaitan dengan masalah 

penelitian. 

3. Data Tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap 

seperti Ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan 

masalah yang diteliti 

 

22 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan 

buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan 

primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan dari berbagai literatur 

yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sesuai 

dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan 

yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang 

dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis. 

D. Teknis Analisis Data 

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data yang lain yang 

terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian tersusun 

dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan 

suatu metode yang telah dikenal dengan metode komparatif yaitu dengan 

memahami kosa kata, pola kalimat, dan latar belakang, serta diperbandingkan 

suatu dengan hal lainnya sehingga akan sampai pada waktu kesimpulan. 

E. Metode Penulisan 

Dalam penulisan skripsi dari penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa metode yaitu: 

1. Metode Deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Mazhab 

Syafi‟I dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan yang 

bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 
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2. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Mazhab 

Syafi‟I dan Enakmen Keluarga Islam Kelantan yang bersifat khusus, 

kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

3. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan 

pendapat Mazhab Syafi‟I dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 

Kelantan mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah 

yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah 

diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. 

Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Mazhab Syafi‟I dan 

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan yang telah 

dipaparkan sesuai permasalahn yang dibahaskan. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan penulisan ini, tersusun secara sistematis, maka 

penulis Menyusun penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA   

Dijelaskan tentang syariat Islam mengenai batas usia perkawinan 

menurut bahasa dan istilah. Tinjauan umum mengenai batas usia perkawinan 

BAB III : METODE PENELITIAN.  

Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan metode penelitian 

berisikan metode yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini, dibahas tentang batas usia perkawinan menurut Imam 

Syafi‟i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002. 

Memaparkan tinjauan umum tentang penelitian yang terdiri dari profil Imam 

Syafi‟I dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 

yaitu latar belakang, visi misi dan isi undang-undang dan enakmen secara 

umum. 

BAB V : PENUTUP   

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari kesimpulan yang dapat diambil dari Mazhab Syafi‟I dan 

Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan: 

1. Persamaan kedua pendapat tersebut dapat dilihat dari hukum kebolehan 

pernikahan anak-anak yang mana kedua anak-anak dengan memperhatikan 

semua aspek terutamanya dari sudut kemaslahatan yang diperoleh anak-

anak tersebut. 

2. Dalil-Dalil pendapat Mazhab Syafi‟I dan Enakmen Undang-undang 

Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 meletakkan batas usia perkawinan.  

3. pendapat yang lebih relevan sebagai dasar hukum untuk menikah pada 

masa sekarang mengikut aspek sosiologi, psikologi dan kesihatan 

4. Mazhab Syafi‟I memang membolehkan pernikahan anak-anak berdasarkan 

dalil dalil-dalil yang kukuh,serta hujjah-hujjah yang relevan. Mazhab 

Syafi‟I membolehkan pernikahan anak-anak dengan persyaratan dan 

ketentuan yang lebih ringan dari persyaratan dan ketentuan yang 

diletakkan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia. 

5. pandangan Mazhab Syafi‟i  dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 

Kelantan Tahun 2002 mengenai batas minimal usia perkawinan 
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B. Saran  

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini dengan segala usaha, 

kemampuan dan pengetahuan, maka berikut adalah beberapa saranan yang 

penulis rasa perlu diambil perhatian oleh pihak-pihak yang berkaitan: 

1. Apabila kawin muda di masa dahulu itu penting dan tidak membahayakan, 

akan tetapi jika dilaksanakan pada masa sekarang kemungkinan besar akan 

menimbulkan akibat buruk, baik dari segi fisik, mental maupun keadaan 

ekonomi. 

2. Anak di masa dahulu walaupun di bawah umur, tetapi kematangan dan 

kesanggupan untuk menata rumah tangga sudah ada. 

3. Sebagai individu, seharusnya kita peka dengan hukum yang di tetapkan 

oleh Negara khususnya dalam bab usia pernikahan karena Negara 

menetapkan sesuatu hukum untuk memudahkan urusan individu yang 

menikah dan memastikan hak pihak-pihak yang terlibat dalam urusan 

tersebut terjamin dan tidak dianaiya. 
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